
 

 

 

 

 

BUPATI TANAH BUMBU 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU 

NOMOR  1 TAHUN 2018 

 
TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2017 
TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF  

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  

DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANAH BUMBU, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan besaran tunjangan perumahan 
dan tunjangan transportasi Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan 

Nomor 098 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

b. bahwa Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 44 Tahun 

2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif  
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Tanah Bumbu perlu disesuaikan dengan 

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 098 Tahun 
2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan  Atas Peraturan Bupati Nomor 
44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten 
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara 



Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang  
Nomor 9 Tahun 2015 tentang kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan  Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan PertanggungJawaban 

Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 

2016 Nomor 19); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 

Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 15); 

12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan 

Organisasi Perangkat Daerah; 



13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 44 Tahun 2017  
tentang  Pelaksanaan Hak Keuangan dan Adminintratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah 
Bumbu Tahun 2017 Nomor 44). 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 
TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN 

DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH 
BUMBU. 

 
Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 
tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Adminintratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah 
Bumbu Tahun 2017 Nomor 44), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi 
sebagai berikut : 

Pasal 5 

(1)  Pemerintah Daerah menyiapkan rumah negara dan 
perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD melalui 

APBD. 

(2)  Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan 
rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan 
Anggota DPRD, diberikan tunjangan perumahan setiap 

bulan, sebesar : 

a. Ketua, Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) 

b. Wakil Ketua, Rp. Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) 
c. Anggota, Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)  

rupiah 
(3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) sudah termasuk pajak yang berlaku.  

 

2. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi 

sebagai berikut : 

Pasal 7 

(1)  Setiap Anggota DPRD mendapatkan tunjangan transportasi. 

(2)  Tunjangan Transportasi dibayarkan setiap bulan kepada 
Anggota DPRD sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima 
ratus ribu rupiah). 

(3)  Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) sudah termasuk pajak yang berlaku. 

 

 

 



 

Pasal II  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 

 

Ditetapkan di Batulicin 

pada tanggal 2 Januari 2018  

BUPATI TANAH BUMBU, 

 ttd  

               

MARDANI H. MAMING 

 

 
Diundangkan di batulicin 

pada tanggal 2 Januari 201818 Juli 2017 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, 
 
 

 ttd 
             ttd 

 
ERNO RUDI HANDOKO 
   

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018 

NOMOR 01 


